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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi dan Disiplin
Anggota Polisi terhadap Komitmen Organisasi di Lingkungan Polres Sumedang. Metode
yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan
bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian mempunyai sumbangan positif dan signifikan terhadap
tinggi rendahnya komitmen organisasi sebesar 36,8%, Disiplin Kerja Anggota Polisi
mempunyai sumbangan positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen
organisasi sebesar 64,6%. Secara simultan Kode Etik Profesi Kepolisian (X1) dan Disiplin
Kerja Anggota Polisi (X2) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Komitmen
Organisasi (Y) sebesar 91,3%. Kesimpulan penelitian ini adalah Kode Etik Profesi Polisi dan
Disiplin Kerja Anggota Polisi berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi Kepolisian di
Polres Sumedang. Saran dalam upaya meningkatkan komitmen organisasi Polri sebaiknya
dilakukan pembinaan berkaitan fisik, mental, penyuluhan psikis, pembinaan narkotika oleh
Badan Narkotika Nasional, menghilangkan praktik tugas Polri yang diskriminatif,
meningkatkan komunitas. peran serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas Polri,
peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas penyidik,
peningkatan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri, pengadaan dan pengelolaan fasilitas
penunjang tugas, serta membangun pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan
fungsi Anggota Polri.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi Kepolisian, Disiplin Kerja Anggota Polri, Komitmen
Organisasi.

Abstract

The purpose of this research is to determine the influence of the Police Professional Code of
Ethics and Discipline of Police Members on Organizational Commitment in the Sumedang
Police Environment. The method used is quantitative research methodology. The research
results prove that the Police Professional Code of Ethics has a positive and significant
contribution to the level of organizational commitment of 36.8%, Work Discipline of Police
Members has a positive and significant contribution to the level of organizational commitment
of 64.6%. Simultaneously the Police Professional Code of Ethics (X1) and Work Discipline of
Police Members (X2) provide a positive and significant contribution to Organizational
Commitment (Y) of 91.3%. The conclusion of this research is that the Police Professional
Code of Ethics and Work Discipline of Police Members influence the Police Organizational
Commitment at Sumedang Police. Suggestions in an effort to increase the Polri's
organizational commitment include physical, mental, psychological counseling, narcotics
coaching by the National Narcotics Agency, eliminating discriminatory Polri practices, and
improving the community. participation in supervising the implementation of Polri's duties,
increasing human resource capabilities through improving the quality of investigators,
increasing awareness and compliance of Polri members, procuring and managing task
support facilities, and building public understanding of the main duties and functions of Polri

members.
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PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap Polri, yakni Polisi yang tegas namun
humanis, Polisi yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan transparan. Harapan
masyarakat akan Polisi seperti di atas kini ada di depan mata. Polri di bawah kepemimpinan
Komando Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bertekad menjadi kan Polri yang
PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Konsep ini merupakan
fase lebih lanjut Polri Promoter yang telah digunakan pada periode sebelumnya dengan
menekankan pemolisian berorientasi masalah. Edi Saputra Hasibuan (2022: 27)
menjelaskan, Listyo Sigit telah mempersiapkan sejumlah program prioritas dalam memimpin
Kors Bhayangkara yaitu 16 program dan 8 komitmen sebagai Kapolri yaitu: 1) Penataan
Kelembagaan; 2) Perubahan sistem dan metode organisasi; 3) Menjadikan sumber daya
manusia Polri yang unggul di Era Police 4.0; 4) Perubahan teknologi kepolisian modern di
era Police 4.0; 5) Pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
6) Peningkatan kinerja penegakkan hukum; 7) Pemantapan dukungan Polri dalam
penanganan Covid-19; 8) Pemulihan ekonomi nasional; 9) Menjamin keamanan program
prioritas nasional; 10) Penguatan penanganan konflik sosial; 11) Peningkatan kualitas
pelayanan publik; 12) Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi; 13) Pemantapan
komunikasi publik; 14) Pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan; 15) Penguatan fungsi
pengawasan; 16) Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public complaint).

Delapan komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Edi Saputra
Hasibuan (2022: 27) yaitu:

1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi
berkeadilan (presisi);

2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional;

3. Menjaga solidaritas internal;

4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNl POLRI, serta bekerja sama dengan APH
(Aparat Penegak Hukum) dan Kementerian/Lembaga untuk mendukung dan mengawal
program pemerintah;

5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan
Indonesia;

6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan;

7. Mengedepankan pencegalan permaalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem
solving; dan

8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Polri sebagai sub sistem dari Pemerintah secara responsif dari Pemerintah secara
responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan
Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas,
menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di
kalangan intern Polri sendiri sebagaimana dicanakankan dalam grand strategi Polri berupa
Trust Building (membangun kepercayaan). Kode Etik Profesi Polri merupakan kode etik yang
berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi Kepolisian. Kode Etik bagi profesi kepolisian tidak
hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berlaku
mengikat bagi setiap anggota Polri.  Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme
anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pandangan masyarakat luas.
Dengan sering diberitakannya diberbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang
dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh
anggota Polri, adanya anggota yang melakukan tindak pidana, tindakan sewenang-wenang
anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya
anggota Polri, menjadi keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas
pokok Palri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
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terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai
gambaran faktual tentang jumlah pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh
anggota Polri sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Obsevasi Data Rekapitulasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota
Polri Tahun 2016 s.d. Mei 2023

No Tahun Jumlah Pelanggaran Kode Etik
1 2016 39
2 2017 45
3 2018 50
4 2019 18
5 2020 11
6 2021 7
7 2022 2
8 2023 0

Sumber : Polres Sumedang, tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kanit Provost Polres Sumedang
menyatakan bahwa, “Peraturan Kode Etik Profesi Polri yang berlaku sebelum Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan
Komisi Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberlakukan, yaitu Peraturan
Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia bahwa, “di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 13 Ayat 4
tentang Etika Kelembagaan menyebutkan bahwa, “Setiap anggota Polri dilarang
menghindar/menolak perintah kedinasan dalam pemeriksaan internal dan anggota Polri
dilarang melakukan pemufakatan pelanggar Kode Etik Profesi Polri atau disiplin atau tindak
pidana.” Pada kenyataannya penulis menemukan bahwa anggota Polres Sumedang
melanggar Peraturan Kepolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 13 Ayat (4) yaitu pelanggar
disiplin berupa mangkir tugas, tidak mengawasi tahanan dan pelanggaran pidana.

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif
dimana perencanaan penelitian dirumuskan dengan detail dan terstruktur, sehingga kegiatan
di lapangan saat melakukan pengumpulan data (collecting) hanya menjalankan apa yang
sudah dirancang sebelumnya. Sugiyono (2016: 23) menyatakan bahwa, “Metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan
tujuan untuk menguiji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif terdiri atas metode
survey dan metode eksperimen”. Seperti telah dijelaskan dalam metode penelitian, penelitian
ini merupakan penelitian persepsi dari objek penelitian, yang dalam hal ini adalah para
anggota Palri di lingkungan Polres Sumedang, oleh karenanya jenis data dalam penelitian ini
adalah data subjek (self-report data), dengan demikan data penelitian diperoleh langsung
dari sumbernya yaitu (data primer) dan data sekunder untuk data pendukung. Sedangkan
sumber data, yaitu (1) sumber data sekunder adalah dari Polres Sumedang, dan (2) Sumber
data primer yaitu para anggota Polri di lingkungan Polres Sumedang.

Menurut Sugiyono (2017: 57) menyatakan bahwa, “Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sesuai
permasalahan penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dalam
penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh Anggota POLRI dilingkungan Polres
Sumedang yaitu sebanyak 1146 orang. Untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili
(representatif), maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
propotionate stratifield ramdon sampling. Sugiyono (2015:95) menyatakan bahwa, “Teknik
propotionate strateifield random sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur
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yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai
dari latar belakang pendidikan yang berstrata, jabatan di pemerintahan maka populasi
pegawai itu berstrata.”

Selanjutnya Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa, “Untuk menentukan berapa
minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, dapat digunakan rumus
Slovin sebagai berikut :

N ~ 1146 ~ 1146 1146
"TAIN (@) " T (1 +1146.(0,05)2) T 1+ 1146(0,0025) " 1+2,87

n = 296,12 dibulatkan menjadi 296.

Berdasarkan hasil dari perhitungan penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan
rumus Slovin tersebut dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05 maka jumlah sampel
dalam penelitian ini yaitu sebanyak 296 responden.

Teknik analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan (kontribusi)
yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel
X1, X2 terhadap Y. Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan
koefisien jalur. Kemudian dalam perhitungan digunakan software dengan program SPSS for
Windows Versi 26. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan program statistik
SPSS Versi 26 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah path
analysis (analisis jalur).

Tujuan analisis jalur adalah menguji model, apakah model yang diusulkan cocok atau
tidak dengan data yaitu dengan cara membandingkan matriks korelasi teoritis dengan
korelasi empiris.

Epsilon
Kode Etik Profesi Polri
(X1) N
Pyx1
Ryx1x2 \ Komitmen Anggota Polri
A
L . Pyx2
Disiplin Kerja Anggota
Tl Polri (X2) Pyx1x2

Sumber : Hubungan Antar Variabel X; X, Terhadap Y
Gambar 1. Model Analisis Jalur

Pada diagram jalur pada gambar 1 di atas digunakan dua macam anak panah, yaitu (a)
anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel eksogen
(variabel penyebab (X) terhadap sebuah variabel endogen (variabel akibat (Y)). Riduwan
(2015: 116-118) menjelaskan langkah-langkah menguiji path analysis sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural.
Struktur Y = pyx1X1+pyx2X2+py El
2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan
persamaan strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan.
Hipotesis : Naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi signifikan oleh variabel
eskogen (X1, Xa).
b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan.
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Hitung koefisien regresi untuk struktur yang telah dirumuskan. Persamaan regresi
ganda: Y=a+biXi+hoXo+ bsXs3+Ei, Pada dasarnya koefisien jalur (path) adalah
koefisien regresi yang distandarkan yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis
data yang telah diset dalam angka baku atau Z-score (data yang diset dengan nilai
rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1). Koefisien jalur yang distandarkan (stadarized
path coefficient) ini digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh (bukan
memprediksi) variabel bebas (eskogen) terhadap variabel lain yang diberlakukan
sebagai variabel terikat (endogen).

Khusus untuk program SPSS menu analisis regresi, koefisien path ditunjukkan oleh
output yang dinamakan Coefficient yang dinyatakan sebagai Standarized Coefficient
atau dikenal dengan nilai Beta. Jika variabel eksogen dengan variabel endogen, maka
koefisien path-nya adalah sama dengan koefisien korelasi r sederhana.

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)
Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :

Ha | pyx1 = Pyxz = oo en = Pyp # 0
HO @ pyx1 = Pyxa = oot = Pypg =0
a. Kaidah penguijian signifikansi secara manual menggunakan Tabel F
(n —k — 1)R?
k= k(1 — R2)
Keterangan :

n= jumlah sampel
k= jumlah variabel eksogen
R? =R square
Dengan taraf signifikan (a) = 0,05 carilah nilai F tabel menggunakan tabel F dengan
rumus F tavel = F {(1-0) (dk=k),(dk=n-k-1)}
Cara mencari F wer  : nilai @k =k atau vi1 disebut pembilang
nilai g = n-k-1) atau vo disebut nilai penyebut.
b. Kaidah pengujian signifikansi: Program SPSS
1) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau
[0,05 < Sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
2) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau
[0,05 > Sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
4. Menghitung koefisien jalur secara individu
Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik berikut :
Ha @ py, >0
HO @ pyy = 0
Secara indiividu uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dhitung dengan rumus
(Kusnendi, 2015:12)
pk
ty=—;({dk=n=k—-1)
S€pk
Keterangan :
Statistik se px1 diperoleh dari hasil komputasi pada SPSS untuk dianalisis regresi setelah
data ordinal ditransformasi ke interval. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi analisis
jalur bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig dengan dasar
pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama
dengan nilai probabilitas Sig atau 0,05< Sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak
signifikan.
5. Meringkas dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kode Etik Profesi Polri Terhadap Komitmen Organisasi

Interpretasi hasil penelitian pengaruh Kode Etik Profesi Polri terhadap Komitmen
Organisasi di Lingkungan Polres Sumedang sebagaimana hasil pengelolahan data dengan
menggunakan aplikasi SPSS Versi 26 dapat penulis gambarkan sebagai berikut:
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Tabel 8 Pengaruh Kode Etik Profesi Polri (X1) Terhadap Komitmen Organisasi (Y)

Unstandardized Stdandardized

Variabel Coeficients Coeficients T Sig
Std.
B Beta
Error
Konstanta 12,648 7,733 1,636 0,103
Kode Etik Profesi Polri 0,602 0,021 0,857 28,565 0,000
R? 0,857
Adj R? 0,735

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2018.

Berdasarkan tabel 7 hasil perhitungan regresi linier sederhana bahwa Komitmen
Organisasi dipengaruhi Kode Etik Profesi Polri, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas
signifikansi (Sig) variabel Kode Etik Profesi Polri sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan
demikian maka berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi SPSS diperoleh persamaan
matematik Y = 12,648 + 0,602X;.

Konstanta sebesar 0,602 dan bernilai positif artinya bahwa jika tidak ada Kode Etik
Profesi Polri (X1) maka nilai Komitmen Organisasi (Y) akan bersifat tetap. Variabel Kode Etik
Profesi Polri memiliki koefisien beta sebesar 0,857 atau 85,7% dan bernilai positif artinya
bahwa Kode Etik Profesi Polri (Xi) akan memberikan kontribusi terhadap Komitmen
Organisasi (Y). Nilai adjusted R? bernilai 0,735 ini berarti variabel Kode Etik Profesi Polri
dapat dijelaskan oleh Komitmen Organisasi sedangkan sisanya sebesar 0,265 atau 26,5%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Dari uji t diketahui variabel Kode Etik Profesi
Polri nilai Sig di bawah 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa Kode Etik Profesi Polri
berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi di Lingkungan Polres Sumedang.

Pengaruh Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) Terhadap Komitmen Organisasi (Y)

Interpretasi hasil penelitian pengaruh Disiplin Kerja Anggota Polri (X;) terhadap
Komitmen Organisasi (Y) di Lingkungan Polres Sumedang sebagaimana hasil pengelolahan
data dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 26 dapat penulis gambarkan sebagai
berikut:

Tabel 9 Pengaruh Disiplin Anggota Polri (X2) Terhadap Komitmen Organisasi (Y)

Unstandardized Stdandardized
Coeficients Coeficients

Variabel T Sig
Std.
B Error Beta
Konstanta -24,565 6,191 -3,968 0,000
Disiplin Kerja Anggota Polri 1,015 0,024 0,925 41,693 0,000
R2 0,925
Adj R? 0,855

Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2018.

Berdasarkan tabel 9 hasil perhitungan regresi linier sederhana bahwa Komitmen
Organisasi (X2) dipengaruhi Disiplin Kerja Anggota Polri (Y), hal ini dapat dilihat dari nilai
probabilitas signifikansi (Sig) variabel Disiplin Kerja Anggota Polri sebesar 0,000 lebih kecil
dari 0,05 dengan demikian maka berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi SPSS
diperoleh persamaan matematik Y = -24,565 + 0,1,015X,.. Konstanta sebesar -24,565 dan
bernilai positif artinya bahwa jika tidak ada Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) maka nilai
Komitmen Organisasi (Y) akan bersifat tetap. Variabel Disiplin Kerja Anggota Polri (X2)
memiliki koefisien beta sebesar 0,925 atau 92,5% dan bernilai positif artinya bahwa Disiplin
Kerja Anggota Polri (X2) akan memberikan kontribusi terhadap Komitmen Organisasi (Y).
Nilai adjusted R? bernilai 0,855 ini berarti variabel Disiplin Kerja Anggota Polri (X;) dapat
dijelaskan oleh Komitmen Organisasi (Y) sedangkan sisanya sebesar 0,145 atau 14,5%
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dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Dari uji t diketahui variabel Kode Etik Profesi
Polri nilai Sig di bawah 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa Disiplin Kerja Anggota Polri
berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi di Lingkungan Polres Sumedang.

Pengaruh Kode Etik Profesi Polri (X1) dan Disiplin Anggota Polri (X1) Terhadap
Komitmen Organisasi (Y)
Pengaruh bersama atau koefisien X; dan X> terhadap Y atau koefisien diterminan dan
faktor residual dihitung sebagai berikut: bersarnya kontribusi X1 dan X, terhadap Y adalah:
R} (x1x2) =2 (pyxi)- (ryp) = (pyx1). (ryx1) + (pyx,). (ryx;)

= (0,368) x (0,857) + (0,646) x (0,925)

= 0,3153 + 0,5975

=0,9128

Tabel 10 Model Summary
Model Summary®

R Std. Error Change Statistics
Squar Adjusted ofthe R Square F Sig. F  Durbin-
Model R e R Square Estimate Change Change dfl df2 Change Watson
1 ,955% 913 ,912 6,924 ,913 1533,63 2 293 ,000 1,288
0

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja Anggota Polri, Kode Etik Profesi Polri
b. Dependent Variable: Komitmen Organisasi
Sumber: Data hasil penelitian, diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 10 Model Summary diperoleh nilai Sig Fchange S€besar 0,000 Ternyata
0,000 < 0,05, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima sehingga terbukti
bahwa kode etik profesi polri dan disiplin kerja anggota Polri berkontribusi secara simultan
dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian di atas dapat diringkas seperti
tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Koefisien Jalur, Kontribusi Langsung, Tidak Langsung, Kontribusi Total
dan Kontribusi Kode Etik Profesi Polri (X1); Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) Secara
Simultan dan Signifikan Terhadap Komitmen Organisasi (Y)

. Koefisien Kontrlbu_3| Kontribusi
Variabel Tidak
Jalur Langsung L Total Bersama
angsung
X1 0,368 0,368 - - 13,54%
X2 0,646 0,646 - - 41,73%
I3 0,087 0,087 - - 8,7%
X1 dan X2 - - - - 0,913 atau
91,3%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, tahun 2023

Berdasarkan tabel 10 di atas, maka hasil temuan penelitian secara objektif bahwa:

1. Kode Etik Profesi Polri (X1) yang diukur oleh Komitmen Organisasi (Y) memiliki kontribusi
positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi. Dengan demikian
tinggi rendahnya komitmen organisasi dijelaskan oleh Kode Etik Profesi Polri (Xai).
Besarnya kontribusi Kode Etrik Profesi Polri (Y) yang secara langsung berkontribusi
terhadap komitmen organisasi sebesar (0,368)2 = 13,54%.

2. Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) yang diukur oleh Komitmen Organisasi (Y) memiliki
kontribusi yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi.
Dengan demikian tinggi rendahnya komitmen organisasi dijelaskan oleh Disiplin Kerja
Anggota Polri (Xz). Besarnya kontribusi Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) yang secara
langsung berkontribusi terhadap komitmen organisasi sebesar (0,646)? = 41,73%.
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3. Secara simultan Kode Etik Profesi Polri (X1) dan Disiplin Kerja Anggota Polri (X2)
berkontribusi secara signifikan terhadap Komitmen Organisasi (Y) sebesar 91,3%,
sisanya sebesar 0,087 atau 8,7% merupakan pengaruh yang datang dari faktor-faktor lain
misalnya kepemimpinan, iklim organisasi, etos kerja, budaya organisasi, kompensasi,
kepuasan, loyalitas, pelayanan, negosiasi, mutu, produktivitas, bauran pemasaran, dll.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) sebersar
0,646 atau 64,6% memiliki pengaruh yang lebih besar terdapat Komitmen Organisasi (Y)
dari variabel Kode Etik Profesi Polri sebesar 0,368 atau 36,8%.

Kode Etik Profesi Polri (X1) berkontribusi signifikan terhadap Terhadap Komitmen
Organisasi (Y)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Profesi Polri yang diukur oleh
Komitmen Organisasi (X1) memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap tinggi
rendahnya komitmen organisasi (Y). Artinya tinggi rendahnya komitmen organisasi (Y)
dijelaskan oleh Kode Etik Profesi Polri (X1). Bersarnya kontribusi Kode Etik Profesi Polri
terhadap Komitmen Organisasi (Y) sebesar 0,368 atau 36,8%. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan komitmen organisasi di lingkungan Polres Sumedang diperlukan konsistensi
seluruh anggota Polri dalam melaksanakan Kode Etik Profesi Polri dengan konsisten dan
penuh tanggung jawab. Kode Etik Profesi mengatur tata kehidupan seseorang yang
berprofesi sebagai anggota Polri. Oleh sebab itu, internalisasi melalui himbauan dan
pengarahan serta penegakkan kode etik profesi yang adil dan transparan perlu dilakukan
sehingga keberadaan Polri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penanggung jawab
keamanan dalam negeri dapat terwujud.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan
kesatuan landasan etika tau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai
hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Etika Profesi
Polri adalah kristailisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta
mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika
kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.

Robbins dan Judge (dalam Sinabela, 2018) mengartikan bahwa, “Komitmen organisasi
merupakan suatu keadaan dimana seseorang memihak organisasi tertentu serta tujuan-
tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut”.
Gibson (Sinabela, 2018: 531) menyatakan bahwam “Komitmen organisasi merupakan suatu
perasaan akan pengenalan, loyalitas, dan keterlibatan yang diperhatikan terhadap organisasi
atau unit organisasi. Selanjutnya juga disebutkan bahwa komitmen meningkatkan kerelaan
seseorang melakukan tindakan untuk mmenuhi suatu kewajiban dalam kategori tertentu
yang akan mengubah penilaian organisasi terhadap diri sendiri sehingga mendapat
penghargaan”.

Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) Berkontribusi Signifikan Terhadap Terhadap
Komitmen Organisasi (Y)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Disiplin Kerja Anggota Polri
(X2) berkontribusi signifikan terhadap Komitmen Organisasi (Y) secara langsung sebesar
0,646 atau 64,6%. Tujuan utama mengadakan disiplin kerja bagi anggota Polri yang
melanggar norma-norma organisasi adalah memperbaiki dan mendidik para anggota yang
melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dibutuhkan haruslah
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Banyak anggota yang mungkin tidak
melaksanakan aturan-aturan keanggotaan, karena para anggota mungkin merasa bahwa
mereka sedang tidak diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusi yang telah mereka
berikan kepada organisasi, atau diperlukan secara tidak adil atau tidak sama atau tidak
sama dengan anggota-anggota yang lain. Mereka bisa juga menggunakan sistem
pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereka anggap tindakan disiplin yang
tidak adil yang dibuat oleh organisasi Polri. Untuk mengkondisikan anggota Polri agar bisa
melaksanakan tindakan disiplin maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan:

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi
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Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan di depan orang
banyak agar anggota yang bersangkutan tidak merasa mau dan sakit hati. Hal ini akan
melakukan bawahan yang ditegur (meskipun mungkin memang benar bersalah) sehingga
bisa menimbulkan rasa dendam.

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun
Dalam pendisiplinan ini selain menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota
haruslah diikuti dengan petunjuk cara pemecahannya yang bersifat membangun,
sehingga anggota tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah
dilakukan dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera
Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa anggota telah melakukan
kesalahan sehingga anggota dapat mengubah sikapnya secepat mungkin.

4. Keadilan dalam pendisiplin sangat diperlukan
Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih siapapun yang telah
melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan disiplin secara adil tanpa membeda-
bedakan.

5. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu anggota absen
Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan anggota yang bersangkutan secara pribadi
agar dia tahu telah melakukan kesalahan.

6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali
Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap anggota yang telah melakukan
kesalahan tersebut, sehingga proses kerja dapat berjalan lancar kembali dan tidak kaku
dalam bersikap.
Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan kerja adalah adanya
pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada anggota atau pekerjaan yang paling
bawah, sehingga setiap orang tahu dengan sadar apa tugasnya, bagaimana
melakukannya, kapan pekerjaan dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja
yang disyaratkan dan kepada siapa ia mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan itu.

Kode Etik Profesi Polri (X1) dan Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) berkontribusi
signifikan terhadap Komitmen Organisasi (Y)

Secara simultan Kode Profesi Polri (X1) dan Disiplin Kerja Anggota Polri (X2)
berkontribusi signifikan terhadap Komitmen Organisasi (Y) sebesar 0,913 atau 91,3%,
sisanya sebesar 6,7% merupakan pengaruh yang datang dari faktor-faktor lain. Misalnya
kepemimpinan, iklim organisasi, etos kerja, budaya organisasi, kompensasi, kepuasan,
loyalitas pelayanan, negosiasi, mutu, produktivitas. Keberhasilan pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat,
selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi
sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
di tengah masyarakat.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap institusi
yang menjadi wadah pengabdian yang patut dinjunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari
semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegaraan
merupakan komitmen moral setiap anggota Polri dan institusinya untuk senantiasa bersikap
netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka
menjaga tegaknya hukum NKRI. Kode etik profesi Polri mengikat secara moral, sikap, dan
perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri harus
dipertanggungjawabkan dihadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri guna pemuliaan
profesi kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin
bertujuan untuk terwujudnya integritas disiplin dan tercapainya kepastian hukum dalam
rangka pemeliharaan disiplin dan penegakkan hukum disiplin di lingkungan Palri.
Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada atasan yang berhak
menghukum (Ankum). Ankum berwenang memerintahkan Provos dan/atau Pejabat yang
ditunjuk  untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

Jurnal Pendidikan Tambusai A0}



ISSN: 2614-6754 (print) Halaman 21896-21908
ISSN: 2614-3097(online) Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin didasarkan atas laporan, tertangkap tangan,
temuan oleh petugas. Laporan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh setiap
orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atas adanya
pelanggaran disiplin.

SIMPULAN
Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka
dihasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kode Etik Profesi Polri (X1) yang diukur oleh Komitmen Organisasi (Y) memiliki kontribusi
positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi. Dengan demikian
tinggi rendahnya komitmen organisasi dijelaskan oleh Kode Etik Profesi Polri (X1).
Bersarnya kontribusi Kode Etik Profesi Polri (X1) yang secara langsung berkontribusi
terhadap komitmen organisasi (Y) adalah 0,368 atau 36,8%. Berdasarkan temuan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Kode Etik
Profesi Polri berkontribusi secara signifikan terhadap Komitmen Organisasi dapat
diterima. Berdasarkan hasil penelitian kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode
Etik Profesi Polri yaitu:

a. Kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan
Polres Sumedang dinilai masih kurang memadai;

b. Kurangnya personil (sumber daya manusia) yang menjadi tim pelaksana pembinaan
Etika Kode Profesi Polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas di Wilayah Hukum
Polres Sumedang;

c. Kendala selanjutnya dari Anggota kepolisian, tingkat kesadaran dan kepatuhan atas
peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku masih relatif rendah
sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Porli tetap terjadi;

d. Efektifitas pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri di Polres Sumedang
sudah cukup efektif karena dilihat dari pelanggaran yang terjadi, cenderung menurun
dari tahun ke tahun tepatnya tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 s.d. tahun 2020.
Hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran dari setiap Anggota Polri mulai terarah
karena sudah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana
oleh anggota Polri khususnya di Wilayah hukum Polres Sumedang.

2. Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) yang diukur oleh Komitmen Organisasi (Y) memiliki
kontribusi positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya komitmen organisasi (Y).
Dengan demikian tinggi rendahnya komitmen organisasi (Y) dijelaskan oleh Disiplin Kerja
Anggota Polri (X2). Bersarnya kontribusi Disiplin Kerja Anggota Polri yang secara
langsung berkontribusi terhadap komitmen organisasi adalah 64,6%. Berdasarkan
temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan
Disiplin Kerja Anggota Polri (X2) berkontribusi secara signifikan terhadap Komitmen
Organisasi (Y) dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, permasalahan disiplin
kerja anggota Polri terkait kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang serta
lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakkan disiplin.
Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara
untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti
nilai-nilain konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri
dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Secara simultan Kode Etik Profesi Polri (X1) dan Disiplin Kerja Anggota Polri (X2)
berkontribusi secara signifkan terhadap Komitmen Organisasi (Y) sebesar 91,3%.
Sisanya yaitu sebesar 0,087 atau 8,7% merupakan pengaruh yang datang dari faktor-
faktor lain. Misalnya: kepemipinan, iklim organisasi, etos kerja, budaya organisasi,
kompensasi, kepuasan, loyalitas, pelayanan, negosiasi, mutu, produktivitas, baruan
pemasan dll. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis
penelitian yang menyatakan bahwa Kode Etik Profesi Polri dan Disiplin Kerja Anggota
Polri berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap Komitmen Organisasi di
Lingkungan Polres Sumedang dapat diterima. Variabel yang memiliki pengaruh yang
sangat kuat terhadap komitmen organisasi yaitu variabel Disiplin Kerja Anggota Polri.
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